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Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggaratelah menjadi isu lingkungan persisten dan kompleks.
Tinjauan literatur ini mengkaji kompleksitas permasal ahan tata kelola kabut asap lintas batas di Asia
Tenggara, dengan fokus pada peran dan kapasitas aktor negara maupun non-negara, kerangka kerja sama
regional ASEAN serta strategi kebijakan nasional. Literatur saat ini masih belum memadai dalam
membandingkan pendekatan dan respons terkait isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara di luar dari
Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Fokus utama masih tertuju pada inisiatif regional ASEAN, dengan
sedikit perhatian pada analisis yang mendalam terhadap upaya negara-negara lainnya serta diskusi publik
dan wacana masyarakat sipil. Dengan meninjau 42 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus,
paparan ini mengelompokkan tigatemainti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Tata Kelola Kabut
Asap Lintas Batas di Asia Tenggara menggunakan taksonomi. Tema-temainti tersebut adalah (1) eksistensi
rezim kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (2) implementasi mekanisme tata kel ola kabut asap lintas
batas di Asia Tenggara; (3) evaluas mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Sintesis
dari literatur yang disgjikan mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution (AATHP) memiliki peran penting dalam pengelolaan kabut asap lintas batas, namun

pel aksanaannya terkendala oleh norma non-intervensi ASEAN dan prinsip kedaulatan negara. Kendalalain
meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, kapasitas institusi yang terbatas, serta perbedaan
kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Partisipasi publik dan peran media diidentifikasi
sebagai kunci dalam memobilisasi dukungan untuk perlindungan lingkungan. Refleksi dalam tinjauan
literatur ini dibuat berdasarkan pemetaan latar belakang ilmu, tren kutipan dari literatur akademis terpilih,
sebaran tahun publikasi, dan kata kunci. Berdasarkan refleksi, hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat
beberapa poin penting. Pertama, pemetaan |atar belakang ilmu dalam studi kabut asap lintas batas di Asia
Tenggaradidominasi oleh bidang hubungan internasional dan ilmu lingkungan. Kedua, tren kutipan dari
literatur akademis terpilih menunjukkan peningkatan perhatian pada peran media dan kerjasama multilateral.
Ketiga, sebaran tahun publikasi memperlihatkan lonjakan signifikan pada dekade terakhir, seiring dengan
meningkatnya insiden kabut asap. Terakhir, kata kunci yang paling sering digunakan mencerminkan fokus
pada tata kelola kabut asap, kerjasama ASEAN, dan kebijakan lingkungan.

...... The phenomenon of transboundary haze in Southeast Asia has become a persistent and complex
environmental issue. This literature review examines the complexities of transboundary haze governancein
Southeast Asia, focusing on the roles and capacities of state and non-state actors, the ASEAN regional
cooperation framework, and national policy strategies. Current literature remains inadequate in comparing
approaches and responses to transboundary haze issues in Southeast Asia beyond Indonesia, Singapore, and
Malaysia. The primary focus remains on ASEAN regional initiatives, with limited attention to detailed
analyses of other countries' efforts and public discourse and civil society engagement. By reviewing 42
sources from Scopus and non-Scopus databases, this review categorizes three core themes found in the
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development of Transboundary Haze Governance in Southeast Asia using taxonomy. These core themes are:
(2) the existence of the transboundary haze regime in Southeast Asia; (2) the implementation of
transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia; and (3) the evaluation of transboundary haze
governance mechanisms in Southeast Asia. The synthesis of the literature presented indicates that, although
the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) plays a significant role in managing
transboundary haze, its implementation is hindered by ASEAN's non-intervention norms and national
sovereignty principles. Other obstacles include weak enforcement mechanisms, limited institutional
capacities, and differing interests among ASEAN member states. Public participation and the role of the
media are identified as crucial in mobilizing support for environmental protection. Reflectionsin this
literature review are based on mapping the background of the field, citation trends from selected academic
literature, publication year distribution, and keywords. Based on these reflections, the review findings
highlight several key points. First, the background mapping of studies on transboundary haze in Southeast
Asiais dominated by international relations and environmental science fields. Second, citation trends from
selected academic literature show increased attention to the role of the media and multilateral cooperation.
Third, the publication year distribution shows a significant increase over the past decade, coinciding with the
risein haze incidents. Finally, the most frequently used keywords reflect afocus on haze governance,
ASEAN cooperation, and environmental policy.



